
GUBE IT}-L]E G OR.ONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTAI,O

NOMOR 5; TAHUN 20111

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT DATA DAii AiiALiSA PEi{BAI'{GUiiAii DAERAIj

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa berdasarkan Pasai 3o peraturan Daerah Nomor 13 Tahun
20L3 tentang organisasi dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah
Provinsi Gorontalo, dipandang perlu membentuk organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pursat Data dan Analisa
Pembangunan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksi*d
dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Gubernur
Gorontalo rentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja urrit
Pelaksana Teknis Pusat Data dan Analisa, pembangunan Daerah;
undang-undang Nomor 8 Tahun rg74 tentang pokok-pokok

Kepegawaian (l,embaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 19,74
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Nomor 3o41) sebagaimana telah diubah clengan undang-Undang
Nomor 43 Tahun lg99 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lerrrbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2oo0 tentang pembentukein

Provinsi Gorontalo {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2ooo Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060):

undang-Undang Nomor rr rahun 2cr03 tentang Keuanga,n

Mengingat : 1.

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oct3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negarra Republik Indones:ia
Nomor 4286\:
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tairun 2OO4 tentang Pemerintaharr

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2l,O}tl

Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indon.esi:r

Nomor 4437, sebagaimana telah bebe.rapa kali diubah terakhi:r

dengan Undang-Undang Nomor Lt!. tahun 2OOB tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undarrg Nomor 32 Tahun 2l}Otl

tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Repurblih

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tanrbahan Lembaran Nelqarer

Repubiik Indonesia Nomor 48441:

5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 6I, Tambahan Lemba.ran Republik IndonesiEr

Nomor 48461:

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenturkarr

Peraturan Perundang-Undangan (Lenrbaran Negara Repurblilt

Indonesia Tahun 2OI1 Nomor 82, Tanrbahan Lembaran Negarzr

Republik Indonesia Nomor 52341;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenr:an51

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara RepuLblil:

Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tarnbahan lrmbaran Negarzt

Republik Indonesia Nomor a578\;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2OA7 tentang Pembalgiarr

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Ka:bupaten/Kota (LembeirarL

Negara Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambaharr

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahurt 2OO7 tentang Organisas:r

Perangkat Daerah (Lembaran NegeLra Republik Indonesia

Tahun 2AO7 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik:

Indonesia Nomor 474O1:

1o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2oor tenr.angi

Pedoman Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

ll.Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2013

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah lrrovinsi Gorontalo Talnun

2or3 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo
Nomor  111.  
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GoRoNTALo TENT,{NC}

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA tJNIiI

PELAKSANA TEKNIS PUSAT DATA DAN ANALISI\

PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusarr

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut a.sar;

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnva dalam sistem dan prinsip Nr:gara Kesatuan Republil.:

Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn undang- undang Dilsar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau walikota, darL
perangkat daerah sebagai unsur pen.relenggara pemerintahan,

daerah.

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontzrlo

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah provinsi yang;

selanjutnya disingkat BAPPEDA Provinsi adalah perangkat daerah

Provinsi yang dibentuk daiam rangka melaksanakan tugas dan
fungsi un tuk melaksanakan perencanaa:r pembangunan.

6. Kepala UPTB adalah Kepala unit pelaksana Teknis pusat Data
dan Analisa Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo.

7. unit Pelaksana Teknis Badan selanjutny,a disingkat upTB adetlah

unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Anaiisa pembangu:nan

Daerah yang merupakan unit peiaksana kegiatan teknis
operasional danlatau kegiatan teknis penunjang dari Barlan
Perencanaan Pembangunan Daerah prov;Lnsi Gorontaro.

8. Pusat Data dan Analisa Pembangunan Draerah adalah uprB yang
mempunyai tugas pengelolaan integrersi data dalam rangka
mewujudkan sistem dan mekanisme pemanfaatan data via.ng
terpadu dalam pembangunan Daerah di provinsi Gorontalo.
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BAB iI

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentr-rk Unit Pelaksana Teknis

Badan Pusat Data dan Analisa Pembanzunan Daerah.

BAB III
y ' r n T  r n r  r T Z  ^  r ,  d r  r   ^  ^  T - \ / . \ . T . ' . / ) T . ,  T \ . 4 . 1 \ . 7
i t tLU vi i \r i ' \ -- i i \  i  w\rn'J . f l j i \ i i i \  .air i l l

FUNGSI ORGANISAS.I

Bagiair  KcsiaLu
l ,  1  1  I
r \ L u u u u A a l t

Fasai J

Unit Peiaksai-ra Tekiris Badan merripakarr uiisllr pelaksarra tel<.rri,s

t-rperasionai Baeian yang ciipimpin t-rieh seorang Kepaia yang ireracia

ciibawair ciart berlanggungjawab kepatia Kepala Bacian Perencarraarr

Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Unit Peiaksana Teknis Badan mempunyai tugas untuk pengelolaan

integrasi data dalam rangka mewujudkan sistem dan mekanisme

pemanfaatan data yang terpadu dalam perrrbangunan Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugasnya, UPT Ba,dan mempunyai fungisi :

a. pengumpulan data spasial dan aspasial Pembangunan Daerah;

b. pengolahan dan analisa data spasiai dan aspasial pembangunarr

Daerah;

c. pelayanan data dan informasi pembangunan Daerah;

d. pengeloiaan sistem informasi dan infrastruktur jarir:rgan

informatika data pembangunan Daerah;

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

(1) susunan organisasi unit Pelaksana Teknis Badan terdiri atas:
a. Kepala UPT;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Pendataan dan Anaiisa: \-1
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d. Seksi Infbrmasi dan Komunikasi.

(21 Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan

sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan ba.gian
tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

IJAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kepala UFrf BADAN

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala uprB bertanggungjawat>
kepada Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah.

(2) Kepala UPTB wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi da1
sinkronisasi baik dalam lingkungan uprB maupun dengarr
instansi teknis terkait lainnva.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagai.mana dimaksud da]arrr
Pasal 7 Kepala UPTB mempunyai fungsi :

a. menjrusun program kerja dan renc:ana teknis operasir:na.l
dibidang Pusat Data dan Anaiisa Pembar:rgunan Daerah:

b. melaksanakan kebijakan teknis operasi,rnal dibidang Pusat Data.
dan Analisa Pembangr.rnan Daerah;

c. menyelenggarakan penerapan pengembangan dibidang Rrsat
Data dan Analisa Pembangunan Daerah;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi s;erta peraporan.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugasi memberikan pelayanan
teknis administrasi di lingkungan UpTB.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian Tata usaha
mempunyai fungsi :

a. men1rusun rencana program dan kegiata::r UpTB;
b. pengelolaan administrasi kepegawaian dern keuangan;
c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga UprB;
d. men\rusun laporan secara berkala.
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Bagian Ketiga

Seksi Pendataan dan Analisa

Pasal 1 1

Seksi Pendataan dan Analisa mempunS'ai tugas merencanakan,

melaksanakan monitoring dan mengevaiu.asi pelaksanaan kegiatan

di bidang Seksi Pendataan dan Analisa.

Pasal 12

Daiam menyelenggarakan tugas sebaga.imana dimaksud dalanr

Pasal 11 Seksi Pendataan dan Analisa menrpunyai fungsi :

a. merumuskan kebutuhan data dan informasi pembangunan

daerah

b. melaksanakan pengumpulan data spasial dan aspasial

pembangunan daerah;

c. melaksanakan pengolahan, analisa dan pemeliharaan data

spasial serta aspasial pembangunan daerah;

d. merumuskan bahan rekomendasi l<ebijakan pembangtrnan

daerah;

e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

Bagian Keempat

Seksi Informasi dan Komunikasi

Pasal 13

seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakurkarr

koordinasi dan mengembangkan ja:ringan Informasi dan

Komunikasi.

Pasal 14

Daiam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud daJarrr
Pasal 13 Seksi seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai {ung,si ;

a. melaksanakan pen).usunan bahan inlbrmasi dan komuni.kas:i

publik tentang pembangunan daerah:

b. melaksanakan pengeloiaan website dan sarana sistem inforrnas:r

serta in sfrastruktur j aringan informatikeL;

c. melaksanakan publikasi data dan hasril analisa pembangunan

daerah:

d. melaksanakan koordinasi dengan unit k,erja terkait
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BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 15
(1) Kepala uprB adalah jabatan eselon IIIa diangkat darr

diberhentikan oieh Kepala Daerah dt&S usul Sekretaris Da*ralr
Provinsi sesuai peraturan perundang_undangan.

t2) Pejabat-pejabat iainnva di lingkungan uprB diangkat darr
diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16
Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan peraturan Gubernur
ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Gorontalo, dan sumber pembiayeian lainnya berdasar.l<an
peraturan perundang-undan gan.

BAB VIII

KETE }-JTUAii P9 i.i UTLI P

Pasal 17
Pei=aiu:-ai; cubcri;ur i;ri ;-uiai bci=iaku padei raiiggai diictapka;i.
Agar setiap ofang menge*,.ahuin3,-a memeri,ntalikan pengundangan
Fera'ui-an Gubeliiur- ini deirgaii pernenijf,aiairir-ya cjalaln Bei iia
Daerah Provin si Gororrtalo-.

BERITA DAERITH PROVINSI GoRoNTALo TAHUN 2013 Noi\,IoR sI
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LAMPIRAN PERATURAN
i\ uiv'l\Jt{

TA]VGGAL
TEI{TANG

GUBERNUR PROVINSI C}ORONTI\LO
| ., T r. -._:T 

l-,1 1:-. j .a
L/L I r-\ l I \J I\ Z,V I J

i i  i .c*o:.bcr. 2413
PEMBENTUKAN ORGANISASI
FELAi{SAi{A TEi{i1iiS FU;SAT
PEMBANGUNAN DAERAH

T)AN TATA KERJA UNI'I
DATA DAi,; aF.ialiSz:r

KEPAI.A UPT

SEKSI
PENDAT,{A}J DAN

ANALiSA.

SEKSi
SEKSI INFORMASI DAN
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